
Dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia
pelaksanaan otonomi daerah paska 1999, telah
mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Transformasi politik telah mengubah
secara radikal bagaimana pemerintah daerah
menjalankan fungsinya. Pemerintah kabupaten
dan kota yang padamasa Orde Baru terjepit dalam
kesempi t an wewenang o tonomi yang
tersentralisasi, melalui dua UU otonomi daerah
(UU No.22/1999 dan UU No.34/2004),
mendapatkan keleluasaan bertindak. Mereka
mendapatkan kewenangan yang luas untuk
mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali bidang
politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter
dan fiskal, serta agama. Banyak studi dilakukan
untuk menakar hasil pelaksanaan otonomi daerah
yang menggambarkan kegagalan ( )
maupun keberhasi lan ( )
penyelenggaraanotonomi daerah.

Kegagalan ( ) yang paling
menonjol dapat ditelisik dari banyaknya
pemerintah kabupaten dan kota yang memungut
pajak dan retribusi tanpa mempertimbangkan
implikasinya terhadap perkembangan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat. Kinerja birokrasi yang
masih kurang baik, kinerja lembaga legislative
kurang memuaskan, penegakan hukum yang
kedodoran, penanggulangan kemiskinan yang
tidak optimal serta proses demokratisasi yang
kurang berkembang, merupakan kegagalan yang
banyak menodai semangat otonomi daerah (lihat
IRDA,GDS dll). Studi tentang kegagalan
birokrasi karena ketidakmampuan birokrasi
menterjemahkan secara konkret terhadap visi
kepemimpinan bupati, telah banyak ditulis. Studi
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semacam ini menemukan bahwa birokrasi daerah
lebih banyak menghabiskan ket imbang
menghasilkan. Sekitar 60% hingga 70% anggaran
daerah (APBD) dibelanjakan oleh birokrasi. Studi
ini juga mengungkap sikap birokrasi yang lebih
sibuk berpikir tentang kesejahteraan sendiri
ketimbangberpikir tentangpelayananpublik.

Keberhasilan ( ) pelaksanaan
otonomi daerah telah dengan sangat baik
dipetakan oleh Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi
(JPIP). Dengan menggunakan konsep sistem
monitoring dan evaluasi komparatif (simonev-
komparatif) JPIP memetakan berbagai inovasi
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota di bidang ekonomi, politik dan
pelayanan publik di Jawa Timur, DIY dan Jawa
Tengah (JPIP, 2006:28; 2007:29). Karya yang
lebih analitis dalam menjelaskan kondisi atau
faktor-faktor yang menjadi penyebab ada tidaknya
inovasi yang dikembangkan di daerah dilakukan
dengan mencermati kapasitas manajemen
kewirausahaan Pemerintah Daerah (Fadel
Muhammad, 2008:109). Disamping itu berbagai
program juga telah dibangun untuk
mengembangkan pemerintahan yang baik melalui
berbagai inovasi. Upaya semacam ini misalnya
dilakukan oleh banyak lembaga internasional
seperti LGSP (

) yangdibiayai olehUSAID.
Namun masih ada yang terlewat dari

pengamatan para ahli pemerintah Daerah, yaitu
tidak ada studi yang berusaha memetakan dan
memahami bagaimana upaya pemerintah lokal
untuk memajukan daerahnya dengan melakukan
kerjasama dengan pihak swasta. Studi yang
dilakukan oleh

(Nov 2001-Feb 2002:200) di 13
kabupaten/kota memperlihatkan peningkatan

good practices
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partisipasi warga dan pengembangan transparansi
serta akuntabilitas publik. Meskipun studi ini
sangat bermanfaat dalam menerangkan proses
demokratisasi lokal, studi ini tidakmemberi cukup
sinyal tentang bagaimana transparansi dan
akuntabiltas publik yang meningkat tersebut
mampu menarik sektor privat untuk ikut
berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi
lokal.

Kegagalan sejumlah kebijakan pemerintah di
Indonesia pada dekade 1980-an dan 1990-an
menjadi sumber utama ketidakpercayaan pada
kapabilitas pemerintah untuk dapat memenuhi
t ujuannya dan pengaruhnya t e rhadap
pertumbuhan sosial. Selain itu pemerintah juga
mengabaikan ketergantungan pemerintah
terhadap lingkungannya dan terhadap aktor lain,
dan cenderungmenjadi akor tunggal. Kemunculan
konsep merupakan suatu jawaban
akan kelemahan tersebut. sendiri
berarti merupakan suatu konsensus untuk
menjembatani perbedaan kepentingan dan
membangun sinergi diantara dalam
suatu negara, wilayah atau daerah/lokal (Pratikno,
2005: 236). Maka dari itu aktor negara, privat, dan
masyarakat berkerja dalam jejaring yang relevan,
dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif tetapi
hanya sebagai fasilitator. Dalam konteks inilah
disadari bahwa hanya bisa dibangun
dengan melibatkan aktor non negara yang seluas-
luasnya dan membatasi peran negara. Pertanyaan
yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah
“bagaimana pemerintah kota menggalang
konsensus dan sinergi dengan sektor privat dalam
pengembanganpotensi lokal?”

Perubahan dari pandangan pemerintah lokal
tradisional menjadi suatu jaringan yang lebih
kompleks dalam tata pemerintahan lokal (

) menjadi bagian dari strategi yang
lebih luas dalam mengatasi keterbatasan gerak
pemerintah lokal. Pemerintah lokal tidak bisa lagi
bekerja terisolasi dari aktor-aktor lain dalam
lingkungan yang lebih luas, baik pemerintah lokal
yang lain, pemerintah nasional, aktor privat
maupun aktor kemasyarakatan (

). Dalam pandangan Rhodes
(1996:652-653) konsep menegaskan
keharusan adanya perubahan proses, metode dan
capaian tatapemerintahan.

Pada saat yang sama angin pergantian pola
administrasi pemerintahan telah meletakkan peran
aktor swasta sebagai kekuatan yang menggantikan
kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan aktor
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pemerintahan. Doktrin
( ) dan didasarkan
pengalaman reformasi pemerintahan di Amerika,
Eropa dan New Zealand, yang dipasarkan melalui
kebijakan Bank Dunia ke negara-negara
berkembang. dari satu
sisi dianggap sebagai upaya pembebasan
manajemen pemerintahan dari konservatisme
administrasi klasik dengan jalanmemasukkan cara
bekerja sektor swasta ke dalam sektor
pemerintahan. Dengan demikian sejalan dengan
pandangan Osborn dan Gaebler (1993:109), NPM
mengubah perspektif kerja pemerintah menjadi
sejajar dengan sektor swasta (Denhardt dan
Denhardt, 2003:207).
bekerja dengan dipandu oleh 5 hal penting, yaitu:
(1) sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk
mendekatkan pengambilan keputusan kepada
masyarakat yang akan dilayani; (2) privatisasi
yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi
barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta;
(3) dilakukan dengan pengurangan
dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup
organisasi dan struktur pemerintahan; (4)
debirokratisasi dijalankan dengan melakukan
restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan
lebih menekankan kepada hasil daripada proses,
dan (5) manajerialisme yang merupakan
pengadopsian cara kerja swata pada organisasi
pemerintahan.

Dalam perkembangannya konsep NPM
mendapatkan kritikan karena terlalu berorientasi
pada da lam mana j emen
pemerintahan. Menurut para pengkritik ini
seharusnya lebih menekankan kepada pemberian

yang baik kepada masyarakat dari
kalangan manapun (prinsip demokrasi pada
pelayanan publik) dan tidak melakukan
diskrimanasi pelayanan ( ), karena
pemerintah tidak berhadapan dengan pelanggan
( ) tapi warga ( ). Cara pandang
seperti ini muncul sebagai antidote NPM yang
disebut dengan (NPS).

Bagaimana konsep , NPM dan
NPS ( ) sejalan dan
sepengiringan dalam pelaksanaan pemerintahan
lokal? Ini dapat dipahami dengan munculnya
peran dan hubungan yang baru diantara sektor
pemerintahan dan sektor-sektor yang lain.

dan
memberikan yang menyediakan konteks
bagi kerja dari birokrasi pemerintahan. Dengan

ini konsep menjadi tidak lagi
bersifat utopis tapi operasional. Perubahan-
perubahan perilaku dan cara kerja birokrasi
mengantarkan kepada, (1) hubungan diantara
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pemerintah dan aktor lain tidak lagi dikontrol dari
atas, tetapi selalu mengacu kepada negosiasi dari
semua pihak; (2) manajer pemerintahan lebih
terpacu untuk bekerja sama ke dalam maupun ke
luar. Ke dalam dengan orang-orang pemerintahan
sendiri, ke luar dengan aktor-aktor lain yang
relevan; (3) Manajer pemerintahan menyadari
pentingnyamemahami perubahan konteks kerja di
dalam organisasi dan kemitraan baru serta
hubungan jaringan dengan organisasi lain (Goss,
2001:3-4).

Sejak tahun 1990an di kebanyakan negara di
dunia telah terjadi transfer kekuasaan, sumber
daya, dan tanggungjawab dari pemerintah pusat
kepada pemerintah lokal. Argumen yang
mendukung proses desentralisasi ini mulai dari
tuntutan keterbukaan politik, peningkatan efisiensi
dalam pengelolaan pembangunan sampai
kebutuhan untuk memperkuat pemerintah lokal,
peningkatan partisipasi dan kewarganegaraan
(Crook dan Manor,2000:187). Desentralisasi dan

merupakan kombinasi yang tak dapat
dipisahkan dalam menghubungkan warga
masyarakat dan negara tempat mereka mengais
kehidupan; hubungan ini bersifat krusial pada
level lokal, sehingga hubungan ini memiliki efek
yang positif terhadap proses pembangunan
(Archer,1994:29).

Penelitian yang dilakukan Siti Zuhro,
dkk.(2009a:8) menemukan bahwa desentralisasi
politik yang dilakukan sejak tahun 1999 di
Indonesia memberikan tempat yang tepat bagi
bangkit-kembangnya lembaga-lembaga lokal
seperti nagari, subak dll, yang menghirup
kesegaran alami seperti ikan dikembalikan ke
sungai kehidupan. Ini menjelaskan fenomena
peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam
proses pembuatan, maupun dalam mempengaruhi
kebijakan publik. Secara kuantitatif peningkatan
aktivitas publik ini dapat dipahami denganmelihat
peningkatan jumlah (

) dari sekitar 10.000 pada tahun 1999
menjadi dua kali lipatnya setahun kemudian
(Zuhrodkk,2009b:7).

Desentralisasi politik juga membuat aktor
politik lokal yang di masa Orde Baru tertutup
halimun, tidak lagi memainkan peran pembantu
dalam drama politik Indonesia, tapi muncul
sebagai aktor-aktor utama dalam khalayaknya,
yang diperhitungkan, bahkan oleh aktor politik
nasional. Ada pandangan bahwa kiprah aktor-
aktor lokal ini sekedar membantu proses
reorganisasi kekuasaan dari kelompok oligarki
(Priyono dan Adi Prasetyo, 2003:89; Hadiz,

OtonomiDaerahDanPeningkatanPartisipasi
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2004:109). Penelitian lainmenemukanmunculnya
fenomena kebangkitan kembali kekuatan lokal
lama ataupun kekuatan personal yang bersandar
kepada aktivitas (Dwipayana,2004:78;
Savirani,2006:90). Konsep pada
awalnya dikemukakan oleh John T.Sidel
(1999:90). Menurutnya negara yang “kuat” telah
menfasilitasi munculnya orang-orang kuat di
daerah. Orang-orang kuat daerah ini menjadi
broker dari kekuatan pusat dalam mencengkeram
daerah secara ekonomi-politik dan sosial.
Munculnya sebagai

merupakan kejadian umum dalam
proses perubahan sosial-politik (dari negara).
Apapun interpretasinya, yang
dimaksudkan Hadiz sebagai sekedar alat kekuatan
oligarki, atau penguasa lokal bagi Savirani,
semuanya menunjuk peran dari elite
lokal dalam menguasai sumberdaya lokal, baik
ekonomi, sosialmaupunpolitik.

Meskipun sisi “ gelap “ desentralisasi politik
di Indonesia terungkap dengan jelas dari
penelitian-penelitian di atas, terbukanya ruang
partisipasi juga memberikan pesan bagi manajer
publik untukmemanfaatkan

demi kemaslahatan masyarakat. Sejak
Lasswell mengemukakan definisi politik sebagai

? Pembelajar politik
makin menyadari bahwa arena politik tidak akan
pernah (seimbang/ ). Selalu ada aktor
yang menduduki posisi yang menguntungkan di
satu sisi, dan di sisi yang lain ada aktor yang berada
dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Pandangan seperti inimakinkuat dengan kelahiran
kembali paradigma kelembagaan

dalam ilmu sosial. Daerah-daerah
seperti Surakarta, Jembrana, Blitar, Banjarnegara
dll menjadi daerah-daerah yang meraih prestasi
dalam pencapaian inovasi pemerintahan. Studi
yang dilakukan oleh Fadel Muhammad (2008:87)
menerangkan keberhasilan Gorontalo dalam
“mewirausahakan” birokrasi. Penerapan NPM
dalam manajemen pemerintahan daerah, menurut
Fadel, telah mengantarkan kepada efisiensi dan
kinerja birokrasi yang tinggi. Tanpa perlu
menyebut peran aktor, dengan membaca disertasi
ini pembaca dapat dengan cepat menemukan
peran penting pemimpin lokal dalam memajukan
daerahnya.

Kalau studi-studi yang dibahas di atas
memperlakukan aktor politik sebagai pencari
kekuasaan (apakah untuk dirinya sendiri atau
untuk kebaikan masyarakat), dimanakah peran
kekuatan bisnis sebagai kekuatan utama
dalam kajian politik? Berkenaan dengan
dipakainya konsep dalam
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menjalankan pemerintahan lokal, konsep publik
dan privat tidak semestinya diperlakukan dalam
bejana yang terpisah satu dengan yang lain.Sinergi
diantara keduanyamerupakan pemaduan kekuatan
yang akan menghasilkan energi yang luarbiasa
kuat untuk meningkatkan efisiensi dan
kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
Gorontalo di bawah kepemimpinan Fadel
Muhammad membuka celah bagi pemikiran yang
lebih serius akan perlunya kerjasama diantara
kekuatanpublikdan privat, sertamasyarakat.

Kemitraan diantara sektor publik dan privat
atau ( ) saat ini
telah menjadi standard konsep dalam lingkungan
pemerintahan lokal. Belum ada kesepakatan dari
para ahli bahwaPPPmerupakan jawaban terhadap
masalah-masalah pembangunan yang dihadapi
negara dan pemerintah lokal saat ini. Namun
secara umum mereka sepakat bahwa PPP
merupakan pendekatan yang penting dalam
mendesain dan melaksanakan stra tegi
pembangunan. Hal ini disebabkan isu-isu dan
tantangan pembangunan menjadi terlalu rumit dan
saling terkait; di samping itu sumberdaya
keuangan dan manajerial untuk mengatasi hal itu
sangat kurang, bagi sektor publik dan privat
sebagai entitas yang terpisah, untuk menjawab
secara efektif semua tantangan sosial-ekonomi
tersebut. Tentu saja PPPbukanlah obat bagi segala
penyakit pembangunan. Di negara-negara
berkembang, PPP dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan merupakan modal
pembangunan yang perlu dikembangkan lebih
lanjut. dipandang
sebagai cara yang paling baik untuk mengatasi
hubungan dan interaksi yang kompleks dalam
suatu masyarakat modern berbasis jaringan
( ).

Secara teoritis pemisahan diantara sektor
publik dan privat masih dimungkinkan, namun
secara praktis dinding pemisah diantara dua sektor
ini mulai menghilang. Mekanisme organisasional
yang secara tradisional merupakan bagian dari
sektor publik atau bagian dari sektor privat, mulai
berubah. Kompetisi telah menjadi bagian dari
rejimpemerintahan, dan kerjasama dan koordinasi
telah menjadi bagian dari manajemen jaringan
(Goss, 2001:63-68). Perusahaan-perusahaan
berjalan dalam jejaring industri , yang
menyebabkan mereka tergantung kepada

Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam
MeningkatkanPelayananPublik

public-private partnership PPP

Public Private Partnership

modernnetwork society

perusahaan-perusahaan lain dalam proses
produksi dan pemasaran produk. Dalam jaringan
ini perusahaan-perusahaan lebih bergantung
kepada hubungan kesepakatan daripada transaksi
pasar sederhana. Pemerintah, di pihak lain, juga
mengalami hal yang sama. Mereka makin
tergantung kepada aktor-aktor privat atau semi-
privat dalam menjalankan kebijakan. Dapat
dikatakan bahwa organisasi pemerintah dan aktor-
aktor privat berinteraksi dalam jaringan yang sama
(Rhodes,1996:200). Hal ini menyebabkan
pelaksanaan kebijakan menjadi isu yang
kompleks; memerlukan kerjasama dari berbagai
aktor. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari
kenyataan ini:
(1). Pencapaian tujuan tiap-tiap aktor secara

individual memerlukan aktivitas oleh aktor
lain. Sehingga prinsip saling menyesuaikan
secara bersama-sama ( )
merupakan persyaratan yangutama.

(2). Pengetahuan dan sumberdaya yang
diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan, terdistribusikan kepada berbagai
aktor. Pentingnya suatu sumberdaya
bukanlah sesuatu yang , tetapi
tergantung kepada nilai yang ditetapkan oleh
aktor lain. Dukunganmoral, misalnya, telah
menjadi sumberdaya penting dalam
pengambilan keputusan. Kontrol terhadap
sumberdaya yang berserakan seperti ini
menciptakan suatu dunia tanpa ada yang
menjadi penanggungjawabnya.

(3). Kompleksitas merupakan hasil dari proses
interaksi dan negosiasi diantara berbagai
aktor; di sini sumberdaya tak tergantikan
untuk suatu aktivitas bersama.Tiap-tiap aktor
masing-masing membawa persepsi dan
strategimereka.

Tiga hal di atasmemberikan gambaran bahwa
munculnya masyarakat jaringan dan, lebih khusus
lagi, peningkatan harapan masyarakat telah
mempertanyakan proses pengambilan keputusan
yang dilakukan secara tradisional (dari sisi
partisipasi dan kualitas hasil keputusan). Hal ini
ditanggapi oleh sektor swasta dengan berperilaku
berorientasi pelanggan ( ),
sebagai hasilnya adalah munculnya berbagai
rantai organisasi produksi, aliansi, dan kemitraan.
Sektor pemerintah terlambat menanggapi situasi
ini, meskipun pada akhirnya juga tidak mampu
menghindarkan diri dari keharusan melakukan
kerjasama dan kemitraan. Secara skematis situasi
ini dapat digambarkan sebagai berikut :

mutual adjustment

given

consumer-oriented
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PENUTUP

Langkah-langkah pemikiran di atas
memperlihatkan perkembangan masyarakat yang
harus dihadapai sektor publik dan privat yang pada
gilirannya menghasilkan dua kemungkinan
tanggapan dari pemerintah didasarkan kepada
persepsi pemerintah atas kompleksitas fenomena
tersebut. Tuntutan-tuntutan tersebut bisa saja
dirasakan oleh banyak lembaga pemerintah.
Keseluruhan dari ekologi organisasi pemerintahan
daerah, dan kelompok-kelompok dalam
masyarakat baik yang bersifat ekonomi, sosial
maupun lingkungan, dapat dipandang sebagai
perwakilan kepentingan dari kebutuhan dan
harapan masyarakat akan masa depan yang lebih
baik. Partisipasi dari organisasi-organisasi ini
membuat proses pembuatan kebijakan menjadi
makin rumit.
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